
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2.1.1 Pengertian Perumahan  

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun 

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.  

 

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus 

dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak 

faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi 

tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya 

dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.
1
 

 

Masyarakat manusia mulai membangun rumah setelah meninggalkan cara hidup 

berburu dan mengumpulkan makanan. Dalam tradisi masyarakat tradisional, 

rumah, lebih dari sekedar tempat bernaung dari cuaca dan segala hal yang 

dianggap musuh, sarat dengan makna-makna sebagai hasil pengejawantahan 

budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dianut. Rumah dianggap sebagai 

mikrokosmos, yang merupakan bagian dari makrokosmos di luarnya serta 

                                                 
1
 Eko Budiharjo. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gadjah Mada University  

 Press, Yogyakarta, 1998, hlm.4. 
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lingkungan alam secara luas. Ini berarti bahwa manusia, konstruksi rumah, bahan 

bangunan serta lingkungannya seperti gunung, batu alam, pohon atau tumbuhan 

lainnya dapat disamakan sebagai makhluk hidup, bukan benda mati.  

 

Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik 

(house, dwelling, shelter) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada 

umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Jika ditinjau secara lebih dalam rumah 

tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga di 

mana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya
2
 

 

Dalam pandangan ini rumah lebih merupakan suatu sistem sosial ketimbang 

sistem fisik Hal ini disebabkan karena rumah berkaitan erat dengan manusia, yang 

memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang berbeda dan selalu 

bersifat dinamis, karenanya rumah bersifat kompleks dalam mengakomodasi 

konsep dalam diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep tentang rumah:  

1. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan 

pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya  

2. Rumah sebagai wadah keakraban ; rasa memiliki, rasa kebersamaan, 

kehangatan, kasih dan rasa aman  

3. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari 

dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin  

4. Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan tempat kembali 

pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke 

masa depan  

                                                 
2
 Aminudin, Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia, Kanisius, Semarang, 2007.hlm.12  
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5. Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari  

6. Rumah sebagai pusat jaringan sosial  

7. Rumah sebagai Struktur Fisik
3
 

 

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup serius. 

Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali sangat 

dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat 

modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling 

minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat 

berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena 

kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu.  

 

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi penduduk 

dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi, 

sekitar 4 % pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung akan 

terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi tumbuhnya 

kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara 

tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja 

yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat 

ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan 

kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan 

tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap survive di tengah 

                                                 
3
 Hendrawan, Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta,  
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kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak 

memenuhi standar hidup yang layak.
4
 

 

Berbagai program pengadaan perumahan telah dilakukan Pemerintah dan swasta 

(real estat). Tetapi apa yang dilakukan belum mencukupi, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Dari segi jumlah ternyata Pemerintah dan swasta hanya mampu 

menyediakan lebih kurang 10 % saja dari kebutuhan rumah, sementara sisanya 

dibangun sendiri oleh masyarakat. Dari segi kualitas, banyak pihak yang 

berpendapat bahwa program yang ada belum menyentuh secara holistik dimensi 

sosial masyarakat, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan-perbaikan. 
5
 

 

Perbedaan persepsi tentang rumah layak huni. Masalah rumah dan perumahan 

sering hanya didekati dengan penyelesaian teknis-ekonomi yang sepihak, tanpa 

melibatkan masyarakat pemakai yang berhubungan erat dengan latar belakang 

budaya, tradisi dan perilaku mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam 

memandang rumah yang layak huni. Salah satu akibatnya adalah rumah siap huni 

berupa rumah susun, misalnya, ditinggalkan oleh penghuninya, atau berkembang 

menjadi sangat rawan akan kriminalitas, atau dipugar, yang tentunya 

membutuhkan biaya tambahan.  

 

Ketidakseimbangan pasokan (supply) dan permintaan (demand) . Kebutuhan 

paling banyak adalah berasal dari golongan rumah menengah ke bawah, 

sementara ada kecenderungan pihak pengembang-terutama swasta-membangun 

untuk masyarakat menengah atas yang memamng menjanjikan keuntungan yang 

lebih besar. Keberlanjutan (sustainability) rumah dan perumahan. Belum ada 

                                                 
4
 Widyaningsih, Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan, Tarsito. Bandung. 2006.hlm.14 
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sistem yang efektif untuk mengevaluasi perumahan, agar dapat diperoleh 

gambaran kehidupan masyarakat di dalamnya pasca okupansi. Padahal hal ini 

penting untuk perbaikan kualitas perumahan secara berkelanjutan. 
6
 

 

Ketidakseimbangan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kota. 

Masyarakat berpendapatan rendah yang membangun rumahnya dalam batas 

kemampuannya pada ruang-ruang kota, karena dianggap ilegal, jadi tidak 

memiliki akses yang semestinya ke fasilitas pelayanan kota, seperti prasarana dan 

sanitasi lingkungan. Hal ini menunjukkan tidak terlindunginya hak-hak mereka 

sebagai warga kota. Masalah perolehan tanah. Belum adanya sistem pengendalian 

harga tanah oleh Pemerintah, menyebabkan merebaknya spekulan tanah, yang 

mengakibatkan membubungnya harga tanah, jauh dari jangkauan daya beli 

masyarakat. Menyelesaikan masalah-masalah tersebut merupakan tanggung jawab 

seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya setiap pihak harus mengupayakan 

perbaikan perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik melalui 

sumbang pemikiran, tenaga maupun modal.  

 

Beberapa persyaratan yang harus ditempuh dalam mendirikan perumahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama 

Pastikan tanah yang dikelola menjadi perumahan merupakan tanah yang tidak 

melanggar Rencana Tata Ruang Kota supaya tidak ada kerumitan dalam 

melakukan proses perijinan. Lakukan juga pengecekan Rencana Tata Ruang 

Kota untuk memastikan akan dijadikan apa lahan tersebut dalam perencanaan 

                                                 
6
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tata ruang kota, semisal lokasi yang dipilih akan dijadikan pemukiman maka 

dapat dilanjutkan propses pengajuan perijinan pendirian perumahan. 

Pemilihan lokasi perumahan bisa melalui langkah “pendomplengan” lokasi 

yang telah banyak perumahan. Hal ini dinilai lebih menjanjikan dalam 

berinvestasi, akan tetapi harga tanahnya juga jauh lebih mahal. 

2. Tahap Kedua 

Pada tahap kedua ini dilanjutkan dengan mengurus ijin ke Dinas Pekerjaan 

Umum serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ijin pertama yang 

harus diurus adalah Advice Planning. Pada tiap instansi memiliki nama yang 

berbeda untuk jenis perijinan „Advice Planning‟, ijin Advice Planning berguna 

untuk kesesuaian antara tata ruang di lokasi yang dituju dengan Site Plan 

pengembangan. Beberapa berkas yang wajib disediakan untuk mengurus ijin 

tersebut antara lain adalah proposal ijin pemanfaatan ruang yang memuat 

segala aspek yang menyangkut perencanaan lokasi yang dilampiri dengan 

sertifikat tanah dan apabila tanah masih menggunakan nama orang lain harus 

dicantunkan surat kuasa bermaterai yang juga dilengkapi dengan Site Plan. 

Produk ijin berupa gambar rekomendasi Advive Planning yang memuat garis 

besar aturan-aturan pembangunan serta Surat Keputusan atau Ijin Prinsip yang 

disetujui Bupati atau Walikota. Pada beberapa daerah perijinan ini hanya 

untuk lahan dengan luas lebih dari 1 Ha, akan tetapi pada beberapa daerah lain 

ada juga yang tidak mempunyai batas luas lahan. Pada umumnya lebih dari 

lima rumah telah dianggap sebagai perumahan. 

 

 

3. Tahap Ketiga 
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Tahap ketiga dilaksanakan di Badan Pertanahan Negara. Langkah awalnya 

adalah melakukan pengecekan sertifikat serta pengecekan patok pembatas. 

Memastikan bahwa status yang disyaratkan untuk lahan adalah HGB (Hak 

Guna Bangunan), ini berarti lokasi yang akan digunakan menggunakan nama 

perusahaan atau PT yang bersangkutan dan dapat juga dikavling atas nama 

masing-masing individu. Pada setiap proses perijinan akan selalu muncul 

retribusi dan pajak perijinan, akan tetapi besar kemungkinan pada tiap daerah 

akan memiliki prosedur yang berbeda. Setelah proses perijinan legalitas clear 

dilanjutkan dengan mengurus Ijin Perubahan Penggunaan Tanah. Ini 

merupakan langkah awal pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan. 

 

4. Tahap Keempat 

AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), Pada umumnya Amdal 

berlaku untuk lokasi dengan luas lahan > 1 Ha, jika luas lahan kurang dari 1 

Ha cukup dengan mengurus ijin UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup)/UPL (Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup). Proses awal dari tahap 

keempat ini mengharuskan pengecekan kadar air tanah dan proposal mengenai 

kelebihan dan dampak yang ditimbulkan dari proyek yang akan dilaksanakan. 

Produk dari perijinan ini berupa surat rekomendasi dari kantor KLH yang 

selanjutnya dilampirkan dalam pengajuan IMB. 

 

5. Tahap Kelima 

Pada tahap kelima adalah melakukan pengajuan IMB sekaligus pengesahan 

Site Plan Perumahan (zoning) ke kantor Perijinan Satu Atap atau kantor 

Perijinan Terpadu. Syarat pengajuan IMB terdiri atas akumulasi perijinan-
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perijinan yang telah diurus sebelum memasuki tahap ke lima ini. Jika seluruh 

syarat telah terlampir, hanya tinggal menunggu keluarnya ijin serta membayar 

retribusi yang nominalnya disesuaikan dengan luas tanah dan bangunan.
7
 

 

2.1.2 Pengertian Permukiman 

 

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman 

adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai 

penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 

 

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa kawasan permukiman adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 

maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

 

Rumah tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri, karena ia terkait dan harus 

perduli dengan lingkungan sosialnya, maka perumahan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari sistem sosial lingkungannya. Perencanaan perumahan harus 

dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya, 

sehingga harus terdapat ruang-ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat 

                                                 
7
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berinteraksi satu sama lain. Unit-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan 

akan privasi dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial.
8
 

 

Ruang-ruang dalam komplek perumahan yang lestari adalah ruang-ruang yang 

mampu mengakomodasi aktivitas sosial masyarakat pada lingkungan tersebut, 

termasuk mengorganisasikan keberagaman sosial dalam masyarakat. Harus diberi 

ruang-ruang untuk aktivitas dengan latar belakang tradisi yang berlainan, dengan 

proporsi yang seimbang untuk setiap aktivitas yang berbeda, misalnya tradisi 

beragama dan adat istiadat. Dengan demikian rasa aman secara spiritual akan 

tercapai dengan terpeliharanya tradisi dan aktivitas sosial masyarakat setempat 

juga dengan adanya penerimaan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar.  

 

Perencanaan perumahan harus menggunakan pendekatan ekologi, rumah 

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Keseluruhan 

bagian rumah, mulai dari proses pembuatan, pemakaian, sampai 

pembongkarannya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. 

Menurunnya kualitas lingkungan-meningkatnya suhu global; meningkatnya 

pencemaran air, udara dan tanah; berkurangnya keanekaragaman hayati; 

berkurangnya cadangan energi dari minyak dan gas dsb-yang sebagian besar 

diakibatkan oleh pembangunan yang tidak terkendali, adalah masalah yang harus 

dipecahkan dengan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan 

kenyataan ini maka perumahan adalah rumah yang seluruh prosesnya-

pembangunan, pemakaian dan pembongkaran-berusaha untuk tidak mengganggu 

keseimbangan alam, bahkan jika mungkin memperbaiki kualitas lingkungan. 

                                                 
8
 Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat  

  Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan. 2000.hlm. 6. 
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Bahwa usaha-usaha untuk kenyamanan dan kesehatan penghuni harus dicapai 

dengan pendekatan teknis yang tidak merusak alam.
9
 

 

Dalam pendekatan teknis, perumahan yang berorientasi terhadap kepuasan 

penghuni harus memenuhi syarat-syarat berikut :  

a. Struktur dan konstruksi rumah yang cukup kuat dan aman  

b. Material bangunan yang menjamin terciptanya kenyamanan dan kesehatan di 

dalam rumah  

c. Prasarana/infrastruktur yang memenuhi standar kenyamanan, kesehatan dan 

keamanan lingkungan
10

 

 

Beberapa kriteria permukiman atau kawasan permukan yang layak adalah sebagai 

berikut; 

a. Jaminan perlindungan hukum.  

Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan 

akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan 

darurat, pemukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. 

Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus 

memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum 

dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus 

secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang 

bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-

orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, 

konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena. 

                                                 
9
 Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat  

    Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan. 2000.hlm. 7. 
10

 Ibid,.hlm. 9. 
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b. Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra struktur. Tempat 

tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi 

kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari 

hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan 

terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk 

memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan 

sampah, saluran air, layanan darurat. 

c. Keterjangkauan.  

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus 

pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan 

dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh 

Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan 

dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. 

Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka 

yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit 

perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam 

kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan 

perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak 

masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan 

baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, 

Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

ketersediaan bahan baku tersebut. 
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d. Layak huni.  

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat 

menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi 

mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-

ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. 

Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara 

Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang 

disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor 

lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab 

penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan 

kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan 

dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan. 

e. Aksesibilitas.  

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak 

atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, 

anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-

positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, 

penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai 

standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.  

f. Lokasi.  

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses 

pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-

fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di 
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lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak 

untuk hidup sehat para penghuninya. 

g. Kelayakan budaya.  

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-

kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan 

pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas 

yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat 

tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat 

tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas 

berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.
11

 

 

1.1 Pengaturan Pembangunan Perumahan dan Permukiman oleh 

Pemerintah Daerah  

 

 

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 

urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi 

urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

                                                 
11

 Zulfie Syarief, Op cit. 2000.hlm. 12-13. 
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menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembagian. 

 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi wewenang 

Pemerintah Kabupaten/Kota di antaranya adalah perencanaan dan pengendalian 

pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

 

Pemerintah harus mengupayakan perlindungan hak penghuni rumah untuk 

kenyamanan dan kesehatan, terutama untuk registrasi material hasil industri. Hal 

ini dapat dilakukan misalnya dengan labelisasi material bangunan. Jadi, labelisai 

tidak hanya berlaku untuk makanan, karena pengaruh material bangunan juga 

sangat besar terhadap kesehatan penghuni. Apa lagi rumah didiami bukan untuk 

waktu yang singkat, tetapi untuk puluhan tahun, bahkan seumur hidup.  

 

Untuk Rumah siap huni-misalnya yang dibangun oleh real estat dan Perumnas-

harus jelas spesifikasi bangunan, yang tidak sekedar spesifikasi teknis, tetapi juga 

spesifikasi efek bahan terhadap kesehatan. Hal tersebut harus disertakan dalam 

dokumen rumah, dan disepakati dalam acara serah terima resmi antara 

pengembang dan pemilik rumah. Kesenjangan cara pandang dan persepsi antara 

perencana dan masyarakat harus diminimalkan, dengan dialog yang aktif dan 

terbuka. Perencana harus mengembalikan kedudukannya sebagai mediator dan 

penterjemah aspirasi pemilik rumah, sebagai ‟pendeta‟ yang mengupayakan yang 
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terbaik bagi penghuni rumah, bukan sebagai pihak yang berada pada posisi „sok 

tahu‟ dengan dalih ilmu pengetahuan yang dimilikinya.  

 

Harus diupayakan pengembangan teknologi konstruksi, material dan alat-alat 

rumah tangga yang akrab lingkungan sebagai tanggung jawab akan kelestarian 

alam dan kualitas kehidupan manusia yang berkelanjutan, misalnya :  

1. Labelisasi/sertifikasi bahan bangunan untuk menjamin bahan tersebut tidak 

menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi kesehatan penghuni rumah  

2. Penelitian dan pengembangan industri material bangunan organik-misalnya 

dari limbah pertanian-sebagai bahan bangunan alternatif yang murah, sehat 

dan nyaman  

3. Perencanaan hutan produksi yang berkesinambungan untuk bahan bangunan 

yang berkelanjutan, sehingga hutan konservasi yang ada tidak rusak untuk 

kebutuhan matertial rumah/perumahan  

4. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk kebutuhan akan 

energi, mengingat cadangan bahan bakar minyak dan gas terbatas
12

  

 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan 

pembinaan mempunyai wewenang: 

(1) Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman 

pada tingkat kabupaten/kota; 

                                                 
12

 Ibid,.hlm. 12. 
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(2) Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama 

DPRD; 

(3) Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; 

(4) Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman pada tingkat kabupaten/kota; 

(5) Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan 

permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

(6) Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada 

tingkat kabupaten/kota;  

(7) Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah 

kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

(8) Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan 

(9) Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota. 

 

Kewenangan pemerintah dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut 

dimaksudkan untuk mencapai suatu keteraturan dan kualitas yang baik bagi 

perumahan dan permukiman harus akomodatif terhadap keragaman budaya, 

tradisi dan perilaku masyarakat. Harus diupayakan tingkat penerimaan yang wajar 

terhadap budaya masyarakat pada kelas sosial rendah dalam mengatasi masalah 
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perumahan yang mereka hadapi dengan cara yang mereka pilih. Untuk 

mendukung mereka, harus diupayakan kebijaksanaan khusus untuk penyediaan 

prasarana dasar lingkungan yang murah.  

 

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pembuatan Masterplan Pembangunan 

Perumahan 

 

 

Beberapa dasar hukum pelaksanaan pembangunan perumahan oleh Bappeda Kota 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah 

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan  

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang  

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum  

5) Penanganan bidang kesehatan  

6) Penyelenggaraan pendidikan  

7) Penanggulangan masalah sosial  

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan  

9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah  

10) Pengendalian lingkungan hidup  

11) Pelayanan pertanahan  

12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  
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13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan  

14) Pelayanan administrasi penanaman modal  

15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

 

 

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan 

pembinaan mempunyai wewenang: 

a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, 

perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan 

aman;  

b. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan 

permukiman;  

c. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman; 

d. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat nasional; 

e. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian 

hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim; 



27 

 

f. Mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah 

lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan 

sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal; 

g. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

h. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 

nasional;  

i. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman; 

j. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 

k. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman;  

l. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

dan kawasan permukiman; dan 

m. Memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara 

pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

 

 

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, perumpunan urusan yang diwadahi dalam 

bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: 
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(1) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 

(2) Bidang penelitian dan pengembangan; 

(3) Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

(4) Bidang lingkungan hidup; 

(5) Bidang ketahanan pangan; 

(6) Bidang penanaman modal; 

(7) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 

(8) Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

(9) Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 

(10) Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

(11) Bidang pengawasan; dan 

(12) Bidang pelayanan kesehatan. 

 

4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 

 

 

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 menyatakan bahwa 

strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan 

berwawasan lingkungan hidup, meliputi: 

1. Mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman 

ke wilayah utara di Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan 

Tanjung Senang dan timur kota di Kecamatan Sukarame, Kecamatan 

Sukabumi, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur; 

2. Mewajibkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;  
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3. Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta 

mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; dan  

4. Mengembangkan perumahan/permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 

bencana. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

 

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda), maka diketahui bahwa Bappeda mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Walikota serta tugas lain 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Menurut Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 

diketahui bahwa untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan 

pengembangan; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembangunan, 

penelitian dan pengembangan; 
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4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perencanaan, 

pembangunan, penelitian dan pengembangan; 

5. Pelayanan administratif. 

 

1.4 Konsep Masterplan Perumahan  

 

 

Masterplan perumahan adalah rencana dan langkah-langkah dari tahapan yang 

harus dilakukan oleh pihak pengembang perumahan dalam rangka mewujudkan 

target dan sasarannya dalam membangun dan mengembangkan perumahan. 

Rencana blok adalah peletakan massa-massa bangunan dengan bentuk rencana 

atapnya yang ditempatkan pada permukaan suatu tapak, dimana konsep tata letak 

memperhatikan hubungan (pola aktivitas) antar massa bangunan tersebut.
13

  

Masterplan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan 

dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya , serta menjaga 

keselamatan bangunan dan lingkungannya.
14

   

Klasifikasi masterplan dalam perencanaan pembangunan perumahanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Rencana Tapak 

Rencana Tapak merupakan rencana secara terperinci untuk merancang 

bangunan dan pertamanan, tetapi yang lebih sering ialah gambar yang 

dimaksudkan sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika ada 

kebijaksanaan umum lagi yang akan dipakai contoh ini di beri judul dengan 

rencana tapak ilustratif, tetapi yang mengagumkan dalam banyak hal contoh 

                                                 
13

 http://arsitekinterior.com/masterplan/Diakses 27 Maret 2014 
14

 Ibid 
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gambar itu mempunyai pengaruh yang penting atas apa yang sebenarnya 

dibangun.ilustrasi tersebut membantu orang untuk melihat kira-kira hasil 

keputusan-keputusan kebijaksanaan, jadi membantu proses untuk mencapai 

kesepakatan atas suatu rencana 

b. Rencana Struktur 

Rencana Struktur merupakan satu langkah menyajikan suatu yang 

direncanakan secara realistis, rencana struktur ini memusatkan perhatiannya 

pada aspek-asek tertentu dari lingkungan: biasanya tata guna lahan, sistem 

pergerakan utama, dan besaran serta lokasi dari fasilitas-fasilitas penting da 

bangunan-bangunan. Rencana ini dimaksudkan untuk mempengaruhi 

keputusan-keputusan lokasi tertentu yang menjadi kunci, sambil mengenal 

adanya perbeaan antara daerah belakang dan daerah depan. Jika daerah harus 

dikembangkan dalam waktu yang lama, ada kebijaksanaan untuk memberi 

kebebasan dan tetap berpegang teguh kepada beberapa aspek perencanaan 

yang penting.  

 

c. Rencana Konsep 

Rencana konsep merupakan peryataan rencana yang dimaksudkan lebih dari 

sekedar uraian untuk pelaksanaan kerja. Pada rencana konsep, jalur hijau yang 

menghubungkan antara garis pantai kota dan daerah-daerah distrik 

pemukiman dapat diterangkan dalam bentuk diagram, tanpa menyebutkan 

keputusan-keputusan tentang bentuk (jalur taman atau sejumlah taman yang 

dihubungkan) untuk dibicarakan dan diperdebatkan nanti. Memang arti utama 

dari rencana konsep ini adalah agar memusatkan pembahasan pada seluruh hal 

yang penting, dari pada mengubah pembahasan secara terperinci sebelum 
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waktunya.rencana-rencana konsep itu akan menjadi paling efektif jika disertai 

dengan gambaran-gambaran yang mungkin nanti dihasilkan. 
15

   

 

Ketiga macam perencanaan merupakan komponen dari tahap pembangunan kota 

berwawasan lingkungan yang memang perlu adanya tahap atau proses 

pembangunan dari berbagai aspek yang menunjang bagi masyarakat kota agar 

kehidupannya menjadi lebih baik.dan mampu mewujudkan kawasan kota 

berwawasan lingkungan, ketiga konsep perencanaan tersebut sangat berperan 

penting dalam terwujudnya pembangunan kota berwawasan lingkungan, untuk itu 

dalam setiap program perencanaan tata ruang kota juga tidak luput dari ketiga 

konsep tersebut yang memang harus dilaksanakan sesuai konsep masterplan. 
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